
SALINAN 

 

 
 

 
 

BUPATI PURBALINGGA 

PROVINSI JAWA TENGAH 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA 

 
NOMOR   11   TAHUN   2024 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016  
TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN,  

DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI PURBALINGGA, 

 
Menimbang :  a. bahwa Perangkat Desa sebagai bagian dari 

penyelenggaraan pemerintahan di Desa berperan dalam  
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 
setempat dalam rangka mewujudkan cita-cita dan 

tujuan nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan 
pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, dan  

pelayanan  kepada  masyarakat, maka perlu 
meningkatkan peran Perangkat Desa dalam 
melaksanakan tugas dan fungsinya; 

c. bahwa mendasarkan ketentuan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 
2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian 

Perangkat Desa, maka beberapa ketentuan dalam 
Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, 

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor  3  Tahun 2016 

tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, dan 
Pemberhentian Perangkat Desa, perlu diubah dan 
disesuaikan;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 

tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan 
Pemberhentian Perangkat Desa; 

Mengingat :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 



2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi 
Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6867); 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 

Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, 
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 

(Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 21) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Purbalingga Nomor 3  Tahun 2016  tentang Tata Cara 
Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian 

Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 
3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga 

Nomor 51); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN PURBALINGGA 

 
dan 

 
BUPATI PURBALINGGA 

 
MEMUTUSKAN: 

   

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA 
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 

TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN, 
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA. 

 
Pasal I 

 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang 

Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa 
(Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Purbalingga Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan 



Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3  Tahun 2016  tentang Tata Cara 
Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran 

Daerah Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Purbalingga Nomor 51) diubah sebagai berikut: 

 
1. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 10 

 
(1) Calon Perangkat Desa dalam penjaringan dan penyaringan 

Perangkat Desa adalah Warga Negara Indonesia dengan syarat 

sebagai berikut: 

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika; 

c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau 

yang sederajat; 

d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh 
dua) tahun pada saat pendaftaran; 

e. untuk pengisian Sekretaris Desa, dapat diikuti oleh Perangkat 
Desa aktif dengan maksimal berusia 42 (empat puluh dua) 

tahun pada saat pendaftaran; 

f. penduduk Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan 

Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk; 

g. sehat jasmani dan rohani serta bebas Narkotika, Psikotropika, 
Zat Adiktif lainnya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan 

Dokter pemerintah; 

h. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan 

dari Kepolisian; 

i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang 

diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun 
yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengadilan 

Negeri; 

j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan 
Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang 

dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri; 

k. berkelakuan baik, jujur, dan adil; 

l. tidak pernah mengundurkan diri dari jabatan Kepala Desa atau 
Perangkat Desa; 

m. tidak pernah diberhentikan dari jabatan Kepala Desa, Perangkat 
Desa, CPNS, PNS, Anggota TNI/POLRI serta BUMN/BUMD; 

n. bersedia bertempat tinggal dan terdaftar sebagai penduduk Desa 

di desa yang bersangkutan selama menjabat Perangkat Desa 
dan khusus untuk Kepala Dusun bertempat tinggal di wilayah 

dusun tersebut. 

(2) Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti penjaringan Perangkat 

Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina 
Kepegawaian. 

 

 



(3) Perangkat Desa yang akan mengikuti penjaringan Sekretaris Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, harus 
memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa masing-

masing. 

(4) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang 

bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama 
menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai 

Negeri Sipil.  

(5) Anggota BPD yang akan mengikuti penjaringan Perangkat Desa 

harus mendapatkan izin tertulis dari pimpinan BPD, sedangkan 
bagi pimpinan BPD harus mendapat izin dari Camat. 
 

2. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 22 

 

Perangkat Desa dilarang: 

a. merugikan kepentingan umum;  
b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota 

keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;  
c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;  

d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan 
masyarakat tertentu;  

e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;  
f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, 

dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan 

atau tindakan yang akan dilakukannya;  
g. menjadi pengurus partai politik;  

h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; 
i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan 

Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam 
peraturan perundangan-undangan;  

j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum 
dan/atau pemilihan kepala daerah;  

k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan  
l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut 

tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.  

 
3. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 23 

 
(1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 22 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan 

dan/atau teguran tertulis.  

(2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

paling banyak 3 (tiga) kali. 

(3) Tenggang waktu antara teguran tertulis pertama dengan teguran 

tertulis kedua dan antara teguran tertulis kedua dengan teguran 
tertulis ketiga paling cepat 15 (lima belas) hari dan paling lama 30 
(tiga puluh) hari. 



(4) Apabila setelah teguran ketiga Perangkat Desa yang bersangkutan 

tidak memenuhi kewajiban atau tetap melakukan pelanggaran, 
Kepala Desa memberhentikan sementara Perangkat Desa yang 

bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak teguran 
tertulis ketiga diberikan. 

(5) Pemberhentian sementara diberikan dalam jangka waktu paling 

lama 90 (sembilan puluh) hari. 

(6) Apabila sampai dengan batas waktu pemberhentian sementara 

Perangkat Desa tidak memenuhi kewajiban atau tetap melakukan 
pelanggaran, maka ditindaklanjuti dengan sanksi pemberhentian. 

(7) Dalam hal Perangkat Desa dinyatakan sebagai terpidana 
berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap, maka Kepala Desa dalam memberikan 

sanksi tidak memerlukan teguran tertulis. 

 

4. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 24  

 
(1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah 

berkonsultasi dengan Camat. 
 

(2) Pemberhentian sementara perangkat Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) karena: 

a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, 

terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan 
negara; 

b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana 

penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara 
di pengadilan; 

c. tertangkap tangan dan ditahan; dan 

d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Perangkat Desa yang berstatus sebagai tersangka, terdakwa, dan 
ditahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan 

huruf c diberhentikan sementara sampai dengan adanya putusan 
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

(4) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara diberikan 
penghasilan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan 

yang menjadi haknya. 
 

5. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 26 

 
(1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah 

dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati. 

(2) Perangkat Desa berhenti karena: 

a. meninggal dunia; 

b. permintaan sendiri; dan 

c. diberhentikan. 

(3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf c karena: 



a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; 

b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana 
penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 

c. berhalangan tetap; 

d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan 

e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa. 

 (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa 
dan disampaikan kepada Camat paling lama 14 (empat belas) hari 

setelah ditetapkan. 

(5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat. 

(6) Camat mengeluarkan rekomendasi tertulis sebagai hasil konsultasi 
Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan pada 

persyaratan pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3). 

 
6. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 30 

 
(1) Kepala Desa dalam melaksanakan mutasi wajib: 

a. memberitahukan kepada BPD mengenai akan dilaksanakan 
mutasi; 

b. menyusun jadwal waktu proses pelaksanaan mutasi; 

c. melakukan penilaian kinerja Perangkat Desa yang akan 
dimutasi dengan melibatkan unsur Kecamatan; dan 

d. melaporkan hasil proses mutasi Perangkat Desa kepada BPD 
dan Camat. 

(2) Syarat Perangkat Desa untuk mutasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c adalah usia setinggi-tingginya 54 (lima puluh empat) 
tahun dan mempunyai masa kerja paling sedikit 4 (empat) tahun. 

(3) Mutasi Perangkat Desa dilakukan dalam rangka untuk: 

a. mengisi jabatan Perangkat Desa yang kosong; 

b. pembinaan kinerja Pemerintahan Desa; dan 

c. manajemen Pemerintahan Desa. 

(4) Mutasi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap 
memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 
ayat (1) huruf n. 

(5) Penilaian Kinerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf c sebagai dasar bagi Kepala Desa untuk melakukan 

mutasi. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme mutasi Perangkat Desa 

dan Penilaian Kinerja Perangkat Desa diatur dengan Peraturan 
Bupati. 
 

 
 

 
 

 



Pasal II 

 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Purbalingga. 

 
Ditetapkan di Purbalingga 

pada tanggal 26 Agustus 2024 

BUPATI PURBALINGGA, 
 

 
 

 
DYAH HAYUNING PRATIWI 

 

Diundangkan di Purbalingga 
pada tanggal 27 Agustus 2024 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PURBALINGGA, 

 
 
 

 
HERNI SULASTI 

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024 NOMOR 11 

 

 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA 

TENGAH: (11-250/2024) 
 

 
 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 
 

 
 

 
SOLIKHUN, S.H., M.H. 
Pembina Tingkat I 

NIP. 19730310 199903 1 007 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



PENJELASAN 

 
ATAS 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA 

 

NOMOR   11   TAHUN   2024 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR  3  TAHUN 2016  
TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN,  

DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA 

 
 

I. UMUM 

Dalam rangka penyesuaian pengaturan tentang Perangkat Desa 

mendasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian 

Perangkat Desa, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah 
Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara 

Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga 
Nomor  3  Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, 
dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu disesuaikan dan diatur 

kembali. 

Mendasarkan hal tersebut, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 

2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian 
Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 
3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, dan 
Pemberhentian Perangkat Desa disesuaikan dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan 
Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 67 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian 

Perangkat Desa. 
 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 

Cukup jelas. 

  

Pasal II 

Cukup jelas. 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 140 
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